4. BIDANG URUSAN PERIKANAN DAN KELAUTAN 
1.1. DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN 
1) Program  Pengembangan Agroindustri / Agrobisnis

a) Program Pengembangan Agroindustri/Agribisnis didukung oleh 1 (satu) kegiatan yaitu Pengamanan (Safeguarding) Perikanan.
b) Program Pengembangan Agroindustri/Agrobisnis dengan pagu sebesar Rp. 3.089.074.500,00 terealisasi 87,30 % atau sebesar Rp.2.696.908.941,00 Secara rinci realisasi per kegiatan yang terdiri dari realisasi anggaran dan capaian ukuran keberhasilan dapat dilihat pada Lampiran Matriks 11 kolom.
c) Hasil / Outcome Pelaksanaan Pembangunan : 

Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan perikanan dan kelautan tahun 2013 serta  dokumen evaluasi pembangunan perikanan dan kelautan  tahun 2012.

 Adapun perkembangan hasil pelaksanaan Program Pengembangan Agroindustri / Agrobisnis pada  tahun 2010-2012 seperti pada tabel berikut : 
Tabel 4.68.1
Perkembangan hasil penyusunan dokumen tahun 2010-2012

	No
	Uraian
	Satuan
	2011
	2012

	1.

2.

3.
	Dokumen perencanaan

Dokumen statistik

Dokumen evaluasi
	dokumen

dokumen

dokumen
	1
1

1
	1

1

1


Sumber : Dinas  Perikanan Dan Kelautan Provinsi Jawa Timur
Penyusunan dokumen perencanaan tahun 2013 berpedoman pada RKPD Provinsi Jawa Timur tahun 2012 dengan memperhatikan data statistik dan hasil kinerja pembangunan  yang dicapai pada tahun sebelumnya. 
d) Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :
· Adanya penghematan anggaran APBN sehingga perlu dilakukan revisi DPA. Untuk pelaksanaan realisasi anggaran menunggu turunnya DPA-APBN revisi, hal ini menyebabkan kelambatan penyerapan anggaran.
· Adanya aplikasi pada penyerapan anggaran APBN dengan sistem AFS  ( Appoval Forecasting System) yang baru diberlakukan pada tahun 2012 dan sudah langsung diaplikasikan, sehingga membutuhkan penyesuaian dan kelancaran pada sistem operasional tersebut.
Solusi :
· Diharapkan pada tahun 2013 tidak ada kebijakan pusat yang mendesak, sehingga memerlukan efisiensi anggaran pada DPA-APBN dan menyebabkan perlunya revisi DPA.

· Petugas pengelola anggaran khususnya bendahara APBN agar meningkatkan pemahamannya terhadap aplikasi penyerapan anggaran dengan sistem AFS sehingga dapat memperlancar kegiatan operasional APBN.
2) Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir

a) Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir didukung oleh 5 (lima) kegiatan yaitu Pendidikan kemasyarakatan produktif dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, Pendidikan kemasyarakatan produktif dalam rangka pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan, Jalinkesra penanganan Rumah Tangga Sangat Miskin di wilayah pesisir, dan Pengelolaan pengawasan dan pengendalian sumberdaya perikanan dan kelautan.

b) Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir dengan pagu sebesar Rp. 20.022.195.000,00  terealisasi sebesar 95,78% atau Rp.19.178.162.898,00 Secara rinci realisasi per kegiatan yang terdiri dari realisasi anggaran dan capaian ukuran keberhasilan dapat dilihat pada Lampiran Matriks 11 kolom.
c) Hasil / Outcome Pelaksanaan Pembangunan :

1. Terbentuknya kawasan konservasi mangrove seluas 279 Ha  dan terumbu karang seluas 110 Ha serta tercapainya produksi garam sebanyak 952.314,33 ton  

2. Beroperasionalnya 28 unit SPDN (Solar Package Dealer Nelayan)

3. Terbentuknya Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) sebanyak .177 kelompok  

4. Dilaksanakannya perawatan Pos Keamanan Perikanan dan Kelautan Terpadu (POSKAMLADU) di Kabupaten / Kota sebanyak 14 unit 

5. Terlaksananya  Program Jalinkesra bantuan Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) di wilayah Pesisir sebanyak  3.284 paket  

6. Terlaksananya pembinaan,  pelatihan, sosialisasi, sinkronisasi, lokakarya dan bimtek   bidang kelautan, pesisir dan pengawasan bagi masyarakat pesisir sebanyak  4.613 orang 

Hasil pelaksanaan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisr pada tahun 2010-2012 seperti pada tabel berikut :
Tabel 4.68.2
Perkembangan hasil pelaksanaan  Program  Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat  Pesisir  tahun 2011 – 2012
	NO.
	URAIAN
	SAT
	2011
	2012

	1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.


	Kawasan konservasi :

a. Mangrove (akumulasi)

b. Terumbu Karang

Produksi  garam

SPDN

Penyusunan dokumen rencana pengelolaan WP3K/ Perda

POKMASWAS

POSKAMLADU

Jalin  Kesra bantuan RTSM di wilayah pesisir  

Pembinaan,  pelatihan , sosialisasi, sinkronisasi, lokakarya dan bimtek

bidang pesisir, kelautan dan pengawasan


	Ha
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unit
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Kel
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paket

orang
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105
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3
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1
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Sumber : Dinas  Perikanan Dan Kelautan Provinsi Jawa Timur
Konservasi mangrove dan terumbu karang merupakan kegiatan yang bertujuan memperbaiki ekosistem wilayah pesisir sebagai tempat berlindung dan berkembangnya hewan-hewan laut. Konservasi mangrove meningkat  seluas 5,3 Ha dari tahun 2011 seluas 265 Ha dan pada tahun 2012 terakumulasi menjadi 279 Ha. Peningkatan pengelolaan wilayah mangrove dan vegetasi pantai dilakukan melalui penanaman bibit mangrove dan cemara udang di 8 (delapan)  Kabupaten/Kota yaitu di Kab. Pacitan, Lumajang, Tulungagung, Banyuwangi, Blitar, Probolinggo, Sidoarjo dan Kota Probolinggo. Sedangkan konservasi terumbu karang  meningkat seluas 5 Ha dari tahun 2011 seluas 105 Ha  dan pada tahun 2012 menjadi 110 Ha. Rehabilitasi terumbu karang dilakukan di 5 (lima) lokasi, yaitu Kab. Probolinggo, Banyuwangi, Jember, Situbondo, Tuban dan Malang.
Produksi garam pada tahun 2011 sebesar  689.250,7 ton dan pada tahun 2012 mencapai 952.314,33 ton atau mengalami peningkatan sebesar 38,2 persen. Usaha untuk  meningkatkan produksi garam dilakukan melalui pembinaan petambak garam menuju swasembada garam. Selain itu juga pendataan potensi lahan garam yang lebih lengkap dan akurat  dengan pemetaan  dan kompilasi potensi di 11 Kabupaten (Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep, Tuban, Lamongan, Gresik, Surabaya, Kota Pasuruan, Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Probolinggo ).
Pembangunan SPDN diharapkan dapat menyalurkan Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk nelayan sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh  Pemerintah. Kontribusi BBM ini sekitar 50-70% dari biaya total operasional produksi perikanan tangkap. Sampai saat ini jumlah SPDN yang dibangun sebanyak 28 unit dimana 25 unit beroperasi dan 3 unit tidak beroperasi  karena terdapat permasalahan dalam pengelolaan dan operasionalnya. 

Pada tahun 2011 Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur telah menyusun dokumen rencana pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (WP3K) sebanyak 3 dokumen yang meliputi dokumen Rencana Strategis WP3K, dokumen Kajian Akademis Rencana Zonasi WP3K dan draft Raperda Rencana Zonasi WP3K. Pada tahun 2012 sudah diterbitkan Perda Pengelolaan dan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Dokumen tersebut merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor : 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Sistem Pengawasan Berbasis Masyarakat (SISWASMAS) merupakan sistem pengawasan yang melibatkan peran aktif masyarakat dalam mengawasi dan mengendalikan pengelolaan serta pemanfaatan sumberdaya perikanan dan kelautan secara bertanggung jawab, agar diperoleh manfaat secara berkelanjutan. Kewajiban tersebut sesuai amanat Undang-Undang nomor 45 tahun 2009 pasal 67 yang berbunyi “Masyarakat dapat diikutsertakan dalam membantu pengawasan”. Implementasi dari Undang-Undang tersebut antara lain dengan pembentukan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) di berbagai daerah yang terdiri dari unsur tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), tokoh nelayan, nelayan, pembudidaya ikan serta masyarakat maritim lainnya. 

Jumlah Pokmaswas yang terbentuk pada tahun 2011 sebanyak 135 kelompok dan pada tahun 2012 menjadi177 kelompok atau meningkat sebesar 31,1 persen. Hal tersebut menggambarkan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian sumberdaya perikanan dan kelautan di Jawa Timur. Bertambahnya jumlah Pokmaswas tersebut didukung adanya kegiatan sosialisasi Siswasmas, pembinaan Pokmaswas di Kabupaten/Kota serta dilaksanakannya pelatihan peningkatan pengetahuan bidang pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sumberdaya perikanan dan kelautan.
Pos Keamanan Perikanan dan Kelautan Terpadu (POSKAMLADU) berfungsi sebagai tempat koordinasi pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sumberdaya perikanan dan kelautan yang dilengkapi dengan sarana seperti GPS, kapal pengawasan, SSB, HT, jaket pelampung dll, dimana personilnya terdiri dari unsur TNI-AL, POLAIR dan PPNS Daerah. Dasar Operasional Poskamladu adalah Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor. 188/136/Kpts/013/2003 tentang “ Tim Pembina dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Sumberdaya Perikanan dan Kelautan Wilayah Kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur“. Jumlah Poskamladu yang telah dibangun pada tahun 2011 sebanyak 14 unit dan pada tahun 2012  dilakukan perawatan. Lokasi Poskamladu  yang sudah dibangun terletak di Tambakboyo-Tuban. Brondong-Lamongan, Lumpur-Gresik, Arosbaya-Bangkalan, Camplong-Sampang, Sapeken-Sumenep, Lekok-Pasuruan, Paiton-Probolinggo, Jangkar-Situbondo, Grajagan-Banyuwangi, Tambakrejo- Blitar, Prigi-Trenggalek, Tamperan-Pacitan dan Mayangan Kota Probolinggo. 

Program Jalin Kesra bantuan  RTSM di wilayah pesisir pada tahun 2011 diperuntukkan bagi  3.395 RTSM  yang berupa 637 paket alat tangkap ikan dan 2.758 paket kambing / domba dan pada tahun 2012 diperuntukkan bagi 3.284 RTSM, yang terdirii dari 347 paket perikanan berupa alat tangkap dan 2.937 paket non tupoksi berupa kambing jawa, domba, itik/bebek dan ayam kampung.

d) Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :
· Pengawasan Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan dan Kelautan :

· Masih  adanya  pelanggaran  beberapa armada penangkapan ikan terhadap jalur penangkapan dan  terjadinya perebutan fishing ground yang memicu terjadinya  konflik nelayan  di  kabupaten/kota, antar kabupaten/kota  maupun antar provinsi. Demikian juga pelanggaran penggunaan alat tangkap  yang dilarang dan  bahan peledak yang merusak lingkungan. 

· Kurangnya kesadaran masyarakat  dengan tindakan menebang mangrove dan merusak terumbu karang  

· Masih ditemukan di beberapa  Unit Pengolah Ikan (UPI) tradisional yang menggunakan  bahan pengawet berbahaya seperti  formalin

Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil :

· Masih kurangnya dukungan pendanaan dari kabupaten/kota dalam kegiatan konservasi dan rehabilitasi  mangrove, terumbu karang serta tanaman vegetasi pantai lainnya.

· Harga garam di tingkat petani sangat rendah dan masih jauh dibawah standar harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Harga masih ditentukan oleh pasar/pembeli (bakul/tengkulak) karena posisi tawar petambak garam masih lemah.

· Faktor iklim belum dapat diprediksi dalam mendukung produksi garam.

· Perlu peningkatan kualitas produk garam untuk mencapai kualitas garam industri.

· Peranserta kelembagaan /organisasi di tingkat daerah masih kurang dalam mendukung upaya pelestarian lingkungan dan sumberdaya perikanan dan kelautan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

· Keterbatasan data dan informasi KP3K (Kerlautan , Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil) karena masih sulitnya mendapatkan data dan informasi tersebut dari kabupaten/kota dan melibatkan lintas sektoral 

· Adanya keterbatasan BBM membuat nelayan tertunda atau bahkan tidak dapat beroperasi selama musim penangkapan dan harus menunggu quota BBM pada bulan berikutnya.

Solusi :
Pengawasan Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan dan Kelautan :

· Mengoptimalkan kegiatan pengawasan pemanfaatan sumberdaya perikanan dan kelautan antara provinsi, kabupaten  / kota, POLAIR dan TNI AL .

· Mengoptimalkan peran serta masyarakat (Pokmaswas) dalam menjaga kelestarian sumberdaya perikanan dan kelautan.

· Mensosialisasikan peraturan perundang-undangan bidang perikanan dan kelautan kepada masyarakat

· Meningkatkan kerjasama antara pengawas perikanan dan kelautan provinsi, kabupaten/kota  dengan aparat penegak hukum (POLAIR, TNI AL, jaksa) dalam meningkatkan kesadaran seluruh lapisan masyarakat terutama dalam penegakan  peraturan sesuai peraturan perundang-undangan dan memberikan sanksi yang jelas dan tegas.

Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil :

· Mensosialisasikan secara kontinyu kebijakan dan program serta hasil-hasil pembangunan kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil serta target yang harus dipenuhi Kabupaten/Kota.  

· Perbaikan tata niaga garam dan pelaksanaan peraturan pemerintah mengenai harga garam dimana kualitas K1 : Rp. 750/kg dan K2 : Rp. 550/kg

· Perlu dilakukan pengawasan terhadap garam impor yang berupa garam industry untuk tidak digunakan sebagai garam konsumsi.

· Melakukan pembinaan terhadap petani garam dan aplikasi teknologi penggaraman untuk meningkatkan kualitas garam rakyat.

· Memfasilitasi kegiatan pengumpulan data dan informasi kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten/kota (petugas dan sarana  pendataan) serta membina kerjasama dengan kabupaten / kota dan lintas sektoral untuk memperoleh data dan informasi.

· Penghitungan kebutuhan BBM nelayan yang lebih tepat dan perlunya  perhatian pemerintah, terutama dari PERTAMINA untuk memenuhi quota BBM  
e) Penghargaan yang diterima baik Nasional maupun Provinsi (terkait dengan program)

1. Tingkat Nasional 

· Pemerintah Provinsi Jawa Timur mendapatkan Penghargaan Coastal Award kategori Pemerintah Daerah Provinsi di Mataram – NTB pada Oktober 2012

2. Tingkat Provinsi

· Juara I Bidang Penangkapan Ikan Pokmaswas Tamperan Desa Siodoharjo, Kec. Pacitan, Kab. Pacitan

· Juara I Bidang Pelestarian Sumberdaya Perairan Pokmaswas Kejung Samudra Desa Karanggandu, Kec. Watulimo, Kab. Trenggalek

· Juara I Bidang Pengawasan Sumberdaya Perikanan dan Kelautan Poskamladu Tamperan Desa Sidoharjo, Kec. Pacitan, Kab. Pacitan.
3) Program  Pengembangan Budidaya Perikanan

a) Program Pengembangan Budidaya Perikanan didukung oleh 7 (tujuh) kegiatan Yaitu Jalinkesra penanganan Rumah Tangga Sangat Miskin melalui program perikanan budidaya, Pengelolaan produksi perikanan budidaya, Pengelolaan dan pengembangan sarana dan prasarana budidaya, Pengelolaan kesehatan ikan budidaya dan lingkungan, Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Budidaya Air Payau, Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Budidaya Air Tawar, dan Pendidikan kemasyarakatan produktif dalam rangka pengembangan budidaya perikanan.

b) Program Pengembangan Perikanan Budidaya dengan pagu sebesar Rp.18.696.020.000,00 terealisasi 97,60% atau sebesar  Rp.18.247.639.912,00 Secara rinci realisasi per kegiatan yang terdiri dari realisasi anggaran dan capaian ukuran keberhasilan dapat dilihat pada Lampiran Matriks 11 kolom.
c) Hasil / Outcome Pelaksanaan Pembangunan :

1. Tercapainya produksi perikanan budidaya  sebesar  888.421,80* ton 

2. Tercapainya Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) sebesar 99,53

3. Berkembangnya usaha budidaya ikan yang dilakukan oleh 219.000 orang pembudidaya ikan.

4. Jumlah perusahaan/pelaku usaha budidaya perikanan yang bersertifikat CBIB (Cara Budidaya Ikan Yang Baik) / CPIB (Cara Pembenihan Ikan Yang Baik) sebanyak  318 unit  

5. Tersedianya benih ikan sebanyak 14.897.521,9* ribu ekor dan induk ikan  sebanyak  315.272* ekor 

6. Terlaksananya  Jalin Kesra bantuan  RTSM sebanyak 1.095 paket yang terdiri dari 146 paket budidaya ikan dan 949 paket non perikanan. 

7. Terlaksananya pembinaan, sosialisasi, apresiasi dan bimtek bidang perikanan budidaya bagi 2.280 orang pembudidaya ikan 

Hasil pelaksanaan Program Pengembangan Perikanan Budidaya kurun waktu tahun 2011-2012 terjadi perkembangan tabel berikut :

Tabel 4.68.3
Perkembangan hasil pelaksanaan  Program Pengembangan Budidaya Perikanan 
Tahun 2011-2012
	NO.
	URAIAN
	SATUAN
	2011
	2012

	
	
	
	
	

	1
	Produksi perikanan budidaya :
	ton
	843.074,00
	888.421,80*

	 
	-     Kolam
	ton
	90.842,50
	97.639,90*

	 
	-     Tambak
	ton
	132.401,70
	148.354,70*

	 
	-     Sawah tambak
	ton
	60.058,80
	72.085,40*

	 
	-     Karamba
	ton
	676,5
	2.053,30*

	 
	-     Jaring apung
	ton
	9.346,30
	9.499,10*

	 
	-     Mina padi
	ton
	437,4
	3.225,60*

	 
	-     Budidaya laut
	ton
	549.310,80
	555.563,80*

	 
	-     Budidaya ikan hias
	ekor
	703.326,42
	675.639,27*

	2
	Nilai Tukar Petani Perikanan (NTP-Pi) 
	-
	101,54
	99,53

	3
	Pembudidaya ikan
	orang
	218.913
	219.000

	4
	Unit usaha budidaya yang bersertifikat CBIB / CPIB 
	unit
	230
	318

	 
	Benih ikan
	ribu ekor
	14.897.521,90
	24.381.050,5*

	 
	Induk ikan 
	ekor
	204.351
	315.272*

	5
	Jalin Kesra  bantuan RTSM  
	paket
	1.131
	1.095

	6
	Pembinaan, sosialisasi, apresiasi dan bimtek bidang perikanan budidaya
	orang
	2.284
	2.280


Ket : * Angka Sementara
Sumber : Dinas  Perikanan Dan Kelautan Provinsi Jawa Timur
Produksi perikanan budidaya pada tahun 2011 sebesar 843.074,00  ton dan pada  tahun  2012 mencapai 888.421,80* ton atau mengalami peningkatan sebesar 5,4 persen. Meningkatnya capaian produksi perikanan budidaya karena  dukungan  kegiatan berupa peningkatan pengetahuan dan wawasan bagi pembudidaya ikan melalui pelatihan, temu lapang dan bimtek budidaya, pengendalian hama penyakit ikan serta bantuan sarana budidaya ikan berupa induk unggul, benih, mesin pelet, bahan baku percontohan formulasi pakan dan fasilitasi pembuatan pakan alternatif. 

Capaian Nilai Tukar Petani Perikanan (NTP-Pi) pada tahun 2011 sebesar 101,54 dan pada tahun 2012 mengalami penurunan menjadi 99,53 atau turun sebesar 1,97 persen. Pada kegiatan budidaya ikan, NTP-Pi sangat dipengaruhi oleh besarnya Indeks harga yang dibayar (Ib). Tingginya Ib disebabkan oleh tingginya biaya produksi di tingkat pembudidaya yaitu dari komponen pakan pabrikan sebesar 60 % dari biaya produksi.

Jumlah pembudidaya ikan pada tahun 2011 sebanyak 218.913 orang. Dan pada tahun 2012 jumlah pembudidaya ikan diperkirakan mencapai 219.000 orang. Perkiraan ini didasarkan masih adanya penambahan jumlah pembudidaya ikan  khususnya di wilayah pengembangan  perikanan budidaya seperti kawasan agropolitan, minapolitan budidaya dan kluster pembudidaya ikan.  

Semakin tingginya kesadaran pelaku usaha perikanan budidaya dalam menerapkan GAP (Good  Agriculture Practics) dan GHP (Good  Hatchery Practices) serta sistim jaminan mutu berdasarkan HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) dapat dilihat dari semakin meningkatnya usaha budidaya perikanan yang bersertifikat CBIB/CPIB, dari 230 unit pada tahun 2011, menjadi 318 unit pada tahun 2012 atau meningkat sebesar 38,3 %.

Meningkatnya kinerja UPT, baik UPT budidaya air payau maupun air tawar dapat ditunjukkan dengan adanya peningkatan jumlah produksi benih dan induk ikan. Pada tahun 2011 benih ikan  sebanyak   14.897.521,9 ribu ekor  dan induk ikan sebanyak 204.351 ekor. Tahun 2012 benih ikan meningkat sebesar 63,7 % atau sebanyak 24.381.050,5* ribu ekor sedangkan induk ikan mengalami peningkatan sebesar 54,3 persen atau sebanyak 315.272* ekor. 

Jalin kesra bantuan  RTSM pada tahun 2011 sebanyak 1.131 paket yang  terdiri dari paket perikanan budidaya sebanyak 181 paket dan paket non perikanan  sebanyak 950. Tahun 2012, jumlah paket yang diberikan sebanyak 1.095 yang terdiri dari 146 paket budidaya ikan dan 949 paket non perikanan berupa ternak kambing jawa, domba, itik/bebek dan ayam kampong, dengan harapan dapat meningkatkan produktivitas dan pendapatan masyarakat sangat miskin di Jawa Timur.

d) Permasalahan dan Solusi 

Permasalahan :
· Kualitas dan kuantitas benih dan induk menurun, utamanya yang bernilai ekonomis tinggi

· Harga pakan pabrikan tinggi yang menyebabkan biaya produksi tinggi sehingga sangat berpengaruh terhadap Nilai Tukar Petani Perikanan (NTP-Pi).

Solusi :
· Pengadaan induk unggul agar dapat memproduksi benih sesuai SNI

· Fasilitasi program pakan mandiri/non  pabrikan (bantuan stimulan bahan pakan  alternatif dan alat pembuat pelet)

· Pemberian paket budidaya dan pelatihan serta alih teknologi dari UPT Pusat untuk aplikasi teknologi baru

· Peningkatan bimtek teknologi budidaya dan pembenihan bagi komoditas yang bernilai ekonomis tinggi
e) Penghargaan yang diterima baik Nasional maupun Provinsi (terkait dengan program)

Tingkat Provinsi

· Juara I Kelompok Pembudidaya Nila Kelompok Tirta Mina Jaya Kelurahan Grati, Kec. Grati, Kab. Pasuruan

· Juara I Kelompok Pembudidaya Lele Kelompok Tirta Makmur, Desa Kedung Bocok, Kec. Tarik, Kab. Sidoarjo

· Juara I Kelompok Pembudidaya Udang Kelompok Sumber Urip Desa Kedung Peluk, Kec. Candi, Kab. Sidoarjo

· Juara I Kelompok Pembudidaya Rumput Laut Kelompok Rukun Muda Desa Pagar Batu, Kec. Saronggi, Kab. Sumenep

· Juara I Kelompok Pembudidaya Ikan Hias Kelompok Beringin Koi Desa Sumberingin, Kec. Sanan Kulon, Kab. Blitar

· Juara I Kelompok Pembenih Skala Kecil Kelompok Sumber Makmur Desa Tasikmadu, Kec. Palang, Kab. Tuban

· Juara I Kinerja UPTD Unit Pengelola Budidaya Air Tawar Punten, Kec. Sidomulyo, Kota Batu

· Juara I Kinerja Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan UPTD Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan Kota Probolinggo

· Juara I Kinerja Kelembagaan Unit Pelayanan Pengembangan UPP Mina Bhakti Usaha Kec. Paciran, Kab. Lamongan
4) Program Pengembangan Sumber Daya Perikanan Tangkap

a) Program Pengembangan Sumber Daya Perikanan Tangkap didukung oleh 6 (enam) kegiatan diantaranya yaitu Pengembangan Teknologi Perikanan Tangkap dan Operasional UPTD Tangkap; Fasilitasi, eksploitasi dan aplikasi teknologi perikanan tangkap; Pengelolaan operasional pelabuhan perikanan dan PPI; Pengembangan sarana dan prasarana perikanan tangkap; Pendidikan kemasyarakatan produktif bagi nelayan dan taruna nelayan; dan Restrukturisasi armada kapal perikanan Jatim.

b) Program Pengembangan Sumberdaya Perikanan tangkap dengan pagu sebesar Rp. 159.071.639.000,00 terealisasi 96,87% atau sebesar Rp.154.100.233.980,00. Secara rinci realisasi per kegiatan yang terdiri dari realisasi anggaran dan capaian ukuran keberhasilan dapat dilihat pada Lampiran Matriks 11 kolom.
c) Hasil / Outcome Pelaksanaan Pembangunan :

1. Tercapainya produksi perikanan tangkap  sebesar 264.183,60* ton 

2. Tercapainya NTN  pada level 151,15

3. Teridentifikasinya jumlah nelayan sebanyak 242.158* orang 

4. Jumlah  armada perikanan tangkap 52.271unit dan alat  penangkapan ikan  161.153* unit

5. Terbentuknya Kelompok Usaha Bersama (KUB) perikanan tangkap sebanyak 1.118 kelompok

6. Sertifikasi Hasil Penangkapan Ikan (SHTI) sebanyak 326 buah 

7. Penerbitan Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) sebanyak 575 buah

8. Penerbitan surat kapal sebanyak 403 unit kapal

9. Terlaksananya pembangunan/rehabilitasi dan pengawasan di 8 (delapan) Pelabuhan perikanan (PP) dan PPI (PP : Muncar, Tamperan, Pondok dadap, Mayangan, Puger, Paiton dan PPI : Bulu, Pasongsongan)  

10. Terlaksananya  pembinaan , pelatihan, sosialisasi, apresiasi dan bimtek  bagi 1.420 orang nelayan 

Hasil pelaksanaan program pengembangan sumberdaya  perikanan tangkap pada kurun waktu  tahun 2011 - 2012 seperti pada tabel berikut :
Tabel 4.68.4
Perkembangan hasil pelaksanaan  program Pengembangan Sumberdaya Perikanan Tangkap  th 2011 – 2012
	NO.
	URAIAN
	SATUAN
	2011
	2012

	1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
	Produksi perikanan tangkap :

· Laut

· Perairan umum

Nilai Tukar  Nelayan (NTN)

Nelayan laut dan per. umum

Armada perikanan tangkap

Alat  penangkapan ikan

Kelompok Usaha Bersama 

(KUB) perikanan tangkap

SertifikasiHasil  Penangkapan Ikan (SHTI)

Surat ijin Usaha Perikanan 

(SIUP)

Pembinaan,pelatihan, sosialisasi, apresiasi dan bimtek bagi nelayan  
	ton

ton

ton
-

orang

Unit

unit

kelp

buah

buah

orang
	375.823,80

362.621,60

13.202,20
148,46

268.912

63.369

164.495

890

445

238

2.955
	264.183,60*

250.693,30*

13.490,30*

151,15

242.158*

52.271*

161.153*

1.118

326

575

1.420


Ket : * Angka Sementara
Sumber : Dinas  Perikanan Dan Kelautan Provinsi Jawa Timur
Produksi perikanan tangkap  pada tahun 2011 sebesar 375.823,80  ton atau  mengalami penurunan 29,7* persen bila dibandingkan capaian pada tahun 2012 sebesar 264.183,60* ton.  Menurunnya produksi perikanan tangkap dikarenakan masa paceklik tahun 2012 cukup panjang dan tidak menentu sehingga nelayan mengurangi frekuensi penangkapan ikan di laut.

Nilai Tukar Petani Perikanan (NTP-Pi) yang didalamnya merupakan penggabungan dari kegiatan budidaya dan penangkapan, nilainya 99,53 (masih dibawah 100). Diharapkan dengan adanya dukungan kegiatan berupa palkanisasi kapal nelayan dan fasilitasi penerapan sistim rantai dingin dapat meningkatkan mutu hasil tangkapan sehingga dapat meningkatkan Indeks harga yang diterima nelayan dan pada akhirnya dapat meningkatkan NTP-Pi. Sedangkan pada Nilai Tukar Nelayan (NTN) yang penghitungannya dilakukan oleh BPS, mengalami kenaikan 1,72 persen dari level 148,6  tahun 2011 meningkat menjadi 151,15 pada tahun 2012 . Hal ini menggambarkan adanya peningkatan daya beli nelayan karena indeks harga yang diterima (nilai produksi yang dihasilkan)  lebih besar  dari indeks harga yang dibayar (biaya produksi dan konsumsi rumah tangga nelayan)

Jumlah nelayan di Jawa Timur yang terdiri dari nelayan laut dan PUD, pada tahun 2011 sebanyak 268.912 orang atau mengalami penurunan sebesar 9,7 persen bila dibandingkan tahun 2012 sebesar 242.158* orang.  Menurunnya jumlah nelayan terjadi pada  nelayan laut , dimana karena adanya anomali iklim yang menimbulkan masa paceklik  berkepanjangan sehingga sebagian nelayan mengalihkan usahanya ke sektor lain. Meskipun  demikian, tetap diupayakan agar tidak terjadi  alih profesi nelayan ke sektor lain melalui pembinaan, pelatihan / pendidikan dan bimtek .

Jumlah armada perikanan tangkap tahun 2011 sebanyak 63.369 unit meliputi armada Perahu Tanpa Motor, Motor tempel dan Kapal Motor. Dan tahun 2012 sebanyak 52.271* unit.  Adapun alat  penangkapan ikan  sejumlah 164.495 unit tahun 2011 dan  menjadi  161.153 unit  pada tahun 2012.  Jumlah armada  dan alat tangkap mengalami penurunan masing-masing sebesar 21,2 persen pada armada penangkapan dan 2.03 persen pada alat tangkap. Penurunan armada perikanan dan alat tangkap disebabkan oleh banyaknya armada dan alat tangkap yang mengalami kerusakan akibat hempasan ombak (kondisi cuaca yang buruk ). 

Pada tahun 2011 jumlah Kelompok Usaha Bersama perikanan tangkap  890  KUB dan pada tahun  2012 menjadi  1.118 KUB atau meningkat 25,6 persen. Bertambahnya jumlah KUB diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha nelayan, daya saing nelayan dalam pemasaran hasil perikanan serta meningkatkan skala ekonomi usaha nelayan. 

Dengan diberlakukannya Catch Certification sejak 1 Januari 2010, maka  diberlakukan pula ketentuan-ketentuan bagi negara-negara yang akan mengekspor produknya ke uni eropa . Sebagai implementasi bahwa pelaku usaha penangkapan ikan yang  akan mengekspor produknya ke uni eropa harus melakukan Sertifikasi Hasil Penangkapan Ikan (SHTI). Adapun jumlah SHTI pada tahun 2011 sebanyak 445 buah namun  pada tahun 2012 terjadi penurunan menjadi 326 buah atau menurun sebesar 26,7 persen. Hal ini dikarenakan adanya penurunan ekspor ke uni eropa.
Sebagai salah satu SKPD di lingkungan Pemprov. Jatim Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur  telah berpartisipasi aktif memberikan layanan perijinan terpadu (P2T). Adapun layanan yang diberikan meliputi kepengurusan SIUP (Surat Ijin Usaha Perikanan),  SIPI (Surat jin Penangkapan Ikan) dan SIKPI (Surat Ijin Kapal Pengangkut Ikan). Pada tahun 2011 Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur telah melakukan layanan penerbitan SIUP sebanyak 238 SIUP. Pada tahun 2012 layanan penerbitan SIUP meningkat menjadi 575 SIUP dan layanan penerbitan Surat Kapal sebanyak 403 unit kapal. Hal ini didukung adanya kegiatan crash program pelayanan perijinan dan pengurusan dokumen kapal bekerjasama dengan P2T Provinsi Jawa Timur, Dinas Perhubungan dan DLLAJ Provinsi Jawa Timur serta kesyahbandaran utama Tanjung Perak Surabaya.

d) Permasalahan dan Solusi  

Permasalahan :
· Ditengarai kondisi Laut Jawa sudah overfishing akibat kegiatan penangkapan ikan secara berlebih.

· Masih menangkap ikan dengan pola one day fishing

· Masih rendahnya produktifitas kapal penangkap ikan yang sudah memiliki dokumen kapal dan perijinan usaha penangkapan ikan

· Masih banyak yang melakukan pelanggaran penggunaan alat tangkap di jalur penangkapan

· Terbatasnya kuota BBM untuk nelayan

· Masih rendahnya nelayan dalam upaya menjaga keberlanjutan ketersediaan/kelestarian sumberdaya ikan
Solusi

· Melakukan perbaikan sumberdaya habitat dan sumberdaya ikan melalui pembangunan rumah ikan serta pengkayaan ikan

· Melakukan fasilitasi untuk mengurus dokumen kapal dan perijinan agar tidak melakukan pelanggaran berlayar atau usaha penangkapan ikan dan melakukan Crash Program/jemput bola untuk memfasilitasi pengurusan dokumen kapal dan perijinan usaha penangkapan ikan

· Mengupayakan penambahan kuota BBM untuk nelayan melalui perhitungan jumlah kapal dan hari operasi penangkapan ikan

· Sosialisasi pentingnya kelestarian sumberdaya ikan dan sumberdaya habitat untuk meningkatkan dan mengembalikan potensi potensi sumberdaya ikan .

e) Penghargaan yang diterima baik Nasional maupun Provinsi (terkait dengan program)

1. Tingkat Nasional

· Juara I Lomba KUB Perikanan Tangkap Teladan, KUB Kaliuluh III Kab. Pacitan

· Juara III Lomba TPI Teladan PPI Gondang Gede, Kab. Tuban

· Juara I Lomba PPI Terbersih, PPP Pondok dadap Kab. Malang
2. Tingkat  Provinsi

· Juara I Kelompok Usaha Bersama KUB Kedung Sumbul Jaya, Desa Puger Wetan, Kec. Puger, Kab. Jember

· Juara II Kelompok Usaha Bersama KUB Wahana Mekar Lestari, Desa Pager Kidul, Kec. Sudimoro, Kab. Pacitan

· Juara III Kelompok Usaha Bersama KUB Mina Kepiting, Kel. Mayangan, Kota Probolinggo
5) Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan

a) Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan didukung oleh 6 (enam) kegiatan yaitu Jalinkesra penanganan Rumah Tangga Sangat Miskin melalui optimalisasi pengolahan dan pemasaran produk hasil perikanan;  Pengembangan pengolahan dan jaminan mutu hasil perikanan; Pengembangan usaha perikanan dan kelautan; Penguatan dan pengembangan pemasaran produk  perikanan dalam dan luar negeri; Penguatan kompetensi pengendalian, Pengujian dan sertifikasi mutu hasil perikanan serta pengembangan teknologi;  dan  Pendidikan kemasyarakatan produktif dalam rangka optimalisasi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.

b) Program Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan  dengan pagu sebesar Rp. 17.892.721.500,00 dan terealisasi sebesar 93,99% atau Rp.16.817.144.864,00 Secara rinci realisasi per kegiatan yang terdiri dari realisasi anggaran dan capaian ukuran keberhasilan dapat dilihat pada Lampiran Matriks 11 kolom.
c) Hasil / outcome Pelaksanaan Pembangunan :

1. Tercapainya ekspor hasil perikanan dan kelautan sebesar 306,89 ribu ton dengan nilai 1.027,75 juta US$

2. Tercapainya tingkat konsumsi  ikan sebesar 23,10 Kg/kap/th

3. Berkembangnya jumlah unit usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan tradisional sebanyak 10.868 unit

4. Terlaksananya penerapan jaminan mutu keamanan hasil perikanan dan kelautan melalui sertifikasi SKP (Sertifikat Kelayakan Pengolahan) sebanyak 152 UPI / 278 SKP dan sertifikasi HACCP sebanyak 152 UPI / 261 HACCP.

5. Menguatnya kelembagaan UMKM perikanan dan kelautan  1.463 unit 

6. Meningkatnya peran suplier bahan baku ikan untuk mencukupi kebutuhan industri pengolahan hasil perikanan sebanyak .272 orang

7. Terlaksananya pembinaan, pelatihan, rakor,  sosialisasi, apresiasi  dan bimtek  bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan (P2HP) sebanyak  2.378 orang.

8. Terlaksananya Jalinkesra bantuan Rumah Tangga Sangat Miskin  melalui penyaluran bantuan sebanyak 1.094 paket  

Pada pelaksanaan Program Optimalisasi  Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan pada kurun waktu  tahun 2011-2012 terjadi  perkembangan  seperti pada tabel berikut :
Tabel 4.68.5
Perkembangan hasil pelaksanaan Program Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran   Produksi Perikanan tahun 2011-2012

	NO
	URAIAN
	SATUAN
	2011
	2012

	1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

10.
	Ekspor :

· Volume

· Nilai

Konsumsi ikan

Unit usaha pengolahan

dan pemasaran hasil perikanan tradisional UPI bersertifikat SKP 

UPI bersertifikat HACCP

UMKM perikanan dan kelautan

Supplier ikan

Produksi pengolahan hasil 
perikanan tradisional

Pembinaan, pelatihan, rakor, sosialisasi, apresiasi  dan bimtek bidang P2HP

Jalin kesra bantuan RTSM 
	Ribu ton

Juta US$

Kg/th/th

Unit

Unit / SKP

Unit

Orang

Orang

Ton

Orang

paket
	272

827

20,2

10.500

101 / 185

101/ 157

2.749

258

434.720

1.131

1.131
	306,89

1.027,75
23,10

10.868

152 / 278

152 / 261

2.971

272

499.200

1.275

1.094


Sumber : Dinas  Perikanan Dan Kelautan Provinsi Jawa Timur
Volume ekspor hasil perikanan mengalami kenaikan sebesar 12,8 persen  yaitu  272 ribu ton pada tahun 2011 dan menjadi 306,89 ribu ton  pada tahun 2012 . Sedangkan nilai ekspor mengalami kenaikan yang cukup tajam sebesar 24,3 persen yaitu 827 juta US$ pada tahun 2011 menjadi 1.027,75 US$ pada tahun 2012.  Meningkatnya volume dan nilai ekspor hasil perikanan disebabkan karena semakin meningkatnya jumlah UPI (Unit Pengolahan Ikan) yang sudah bersertifikat SKP (Sertifikat Kelayakan Pengolahan)  yang telah menerapkan IPI (In Process Inspection), selain itu dilakukan pula pembinaan dan pelatihan mutu bagi UPI serta adanya sistem Health Certificate (HC) On Line sebagai suatu kemudahan pelayanan dokumen eksport hasil perikanan yang sampai saat ini telah diakses secara aktif oleh ± 20 perusahaan perikanan dan menghasilkan ± 60 HC   per hari .

Capaian konsumsi ikan Jawa Timur pada tahun 2011 sebesar 20,2 Kg/kap/th dan pada tahun 2012 mencapai 23,10 Kg/kap/th atau mengalami kenaikan sebesar 14,37 persen . Kenaikan angka konsumsi ikan tersebut antara lain karena dukungan kegiatan gerakan kampanye makan ikan, sosialisasi manfaat makan ikan bagi anak balita dan anak Sekolah Dasar. Disamping itu telah terbentuk Forum Peningkatan Konsumsi Ikan Nasional (Forikan) di Jawa Timur yang  dibina langsung oleh Ibu Gubernur Jawa Timur. Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah sosialisasi untuk menyemangati kegiatan promosi makan ikan di seluruh Kabupaten/Kota dengan  memberi motivasi tentang pentingnya manfaat makan ikan  agar sehat, kuat dan meningkatkan kecerdasan otak jika diberikan sejak dini.

Jumlah pengolah dan pemasar hasil perikanan  tradisional  cukup besar  yaitu 10.500 unit pada tahun 2011 dan 10.868 unit pada tahun 2012 atau naik sebesar 3,50 persen.  Diversifikasi produk olahan sangat variatif, setiap ada produk  olahan baru dapat  segera diapresiasi dan ditiru oleh pengolah  hasil perikanan tradisional untuk diproduksi dengan skala kecil dan harga terjangkau bagi masyarakat menengah ke bawah.

Unit  Pengolah Ikan (UPI) berskala besar dan menengah  dengan total UPI 101 unit pada tahun 2011 dan menjadi 152 unit pada tahun 2012 atau meningkat 50,49 persen.  UPI  tersebut sudah bersertifikasi HACCP yang digunakan sebagai persyaratan ekspor.  Keberadaan UPI  sangat membantu dalam penyerapan tenaga kerja dengan jumlah yang cukup besar.

UMKM perikanan dan kelautan menunjukkan trend yang positif dari tahun ke tahun. Animo masyarakat yang bergerak dalam usaha perikanan dan kelautan semakin bertambah . Dan sesuai dengan data jumlah UMKM  pada tahun 2011 sebanyak 2.749 unit dan pada tahun 2012 sebanyak 2.971 unit atau mengalami kenaikan sebesar 8,08 persen.  UMKM perikanan dan kelautan ini sangat berperan juga  dalam penyerapan tenaga kerja  dan meningkatkan pendapatan masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi regional.

Supllier ikan sangat berperan sebagai pemasok bahan baku ikan  untuk industri pengolahan hasil perikanan serta sebagai mediator yang menghubungkan para pembudidaya ikan, nelayan dan bakul-bakul ikan ke Unit Pengolahan Ikan (UPI). Jumlah supllier ikan pada tahun 2012 sebanyak 272 orang. 

Untuk memenuhi kebutuhan konsumsi ikan di dalam negeri yang memiliki spesifik khas daerah, pada tahun 2011 produksi ikan olahan tradisional mencapai 434.720 ton dan pada tahun 2012 mencapai 499.200 ton. 

Pada tahun 2011 Jalin Kesra bantuan RTSM  diperuntukkan bagi 1.131 RTSM dan pada tahun 2012 penyaluran paket bantuan sebanyak 1.094 paket  non perikanan yang terdiri dari paket kambing jawa, domba, itik, bebek dan ayam kampung.

d) Permasalahan dan Solusi 

Permasalahan :
· Keterbatasan bahan baku ikan untuk mencukupi kebutuhan industri pengolahan ikan di Jawa Timur

· Kualitas produk yang dihasilkan oleh pengolah dan pemasar hasil perikanan masih belum sepenuhnya sesuai dengan standar keamanan pangan karena tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya produk hygiene masih rendah.

· Ketidakmampuan pelaku industry perikanan dalam berkompetensi di pasar global.
· Kesenjangan rendahnya  pendapatan dan kesadaran mengkonsumsi  ikan antara daerah perkotaan dan pedesaan menyebabkan capaian angka konsumsi ikan belum mencapai target konsumsi nasional (31,60) sehingga upaya menaikkan masih sangat relevan dilakukan.
Solusi :
· Lebih mendorong Unit Pengolahan Ikan untuk mencari bahan baku ikan ke Provinsi lain di luar Jawa dan bila memungkinkan melakukan impor.

· Fasilitasi penerapan Sistem Rantai Dingin dan Sanitasi Higienis, pelatihan diversifikasi produk olahan agar mempunyai nilai jual yang lebih tinggi danpenyaluran hibah paket bantuan alat pengolahan ikan.

· Mendorong pelaku usaha bersama sama dengan pemerintah untuk ikut lebih aktif mengikuti pameran internasional.

· Kampanye GEMARIKAN dan peningkatan koordinasi peran FORIKAN

e) Penghargaan yang diterima baik Nasional maupun Provinsi (terkait dengan program)

1. Tingkat Nasional

· UPT LPPMHP sebagai inisiator dan pelopor untuk menerapkan Sistem Traceability Hasil Perikanan dalam penerbitan HC Tahun 2011.

· Penghargaan dari Menteri Kelautan dan Perikanan RI kepada Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur sebagai Pembina UPI Ekspor Produk Perikanan Terbesar 2012.

· Penghargaan FORIKAN (Forum Peningkatan Konsumsi Ikan Nasional) dari Kementerian Kelautan dan Perikanan kepada Provinsi Jawa Timur dalam rangka Pameran Indonesia Fisheries Expo pada Oktober 2012.

· Penghargaan kepada Provinsi Jawa Timur sebagai Juara Umum Tingkat Nasional “Lomba Masak Serba Ikan” dalam rangka Pameran Indonesian Expo pada Oktober 2012.
2. Tingkat  Provinsi

· Juara I UKM Pengolah Produk Perikanan UKM Srikandi Mina, Kelurahan Kedungcowek, Kec. Kenjeran, Kota Surabaya

· Unit Pengolah Ikan Terbaik dalam Penerapan Pengendalian Sistim Mutu PT Sekar Laut, Kab. Sidoarjo
6) Program  Pengembangan Kawasan Agropolitan

a) Program Pengembangan Kawasan Agropolitan didukung oleh 3 (tiga) kegiatan diantaranya yaitu  Fasilitasi pengembangan kawasan agropolitan di bidang budidaya, Pembentukan dan pengembangan klaster komoditas perikanan unggulan berpotensi ekspor, dan Peningkatan kualitas sumber daya manusia pembudidaya ikan atau nelayan di kawasan agropolitan.

b) Program Pengembangan kawasan agropolitan dengan pagu sebesar Rp.685.000.000,00  dan terealisasi 98,47%  atau sebesar Rp. 674.531.349,00 Secara rinci realisasi per kegiatan yang terdiri dari realisasi anggaran dan capaian ukuran keberhasilan dapat dilihat pada Lampiran Matriks 11 kolom.
c) Hasil / Outcome Pelaksanaan Pembangunan :

Terlaksananya penyaluran bantuan 6 (enam) paket budidaya yang terdiri dari kolam dan sarana prasarana budidaya berupa benih dan pakan di  Kabupaten Ponorogo, Malang, Trenggalek, Blitar, Madiun dan Nganjuk, serta 1 paket sarana prasarana budidaya mina padi di Kabupaten Bojonegoro. 
Hasil pelaksanaan Program Pengembangan Kawasan Agropolitan  kurun waktu  tahun 2011 - 2012 seperti pada tabel berikut :
Tabel 4.68.6
Perkembangan hasil Program Pengembangan Kawasan Agropolitan tahun 2011-2012
	No.
	Uraian
	Satuan
	2011
	2012

	1.

2.
	Bantuan kolam beton

Bantuan sarana budidaya
	Unit

paket
	6
	6

1


Sumber : Dinas  Perikanan Dan Kelautan Provinsi Jawa Timur
d) Permasalahan dan Solusi 

Permasalahan :
· Tidak semua lokasi agropolitan cocok untuk kegiatan budidaya ikan

· Masih rendahnya  pengetahuan dan ketrampilan teknis yang dimiliki SDM   di  lokasi agropolitan .

· Masih minimnya jumlah pembudidaya ikan di kawasan agropolitan

· Masih minimnya akses ekonomi di lokasi agropolitan

Solusi :
· Dukungan pelatihan teknis bagi pembudidaya ikan di lokasi agropolitan.

· Penyaluran paket  bantuan perikanan budidaya secara lengkap di kawasan agropolitan yang meliputi kolam, benih, pakan dan peralatan budidaya ikan

· Menjalin kemitraan dengan pedagang, produsen pakan, produsen benih dan pihak lain
e) Penghargaan yang diterima baik Nasional maupun Provinsi (terkait dengan program)

1. Tingkat Nasional : Tidak ada

2. Tingkat  Provinsi : Tidak Ada
7) Program  Peningkatan Kesejahteraan Petani

a) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani didukung oleh 1 (satu) kegiatan yaitu Fasilitasi Program Anti Kemiskinan (APP) Bidang Perikanan. 

b) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani dengan pagu sebesar Rp. 2.054.190.000,00 dan terealisasi 98,65% atau sebesar Rp. 2.026.396.000,00 Secara rinci realisasi per kegiatan yang terdiri dari realisasi anggaran dan capaian ukuran keberhasilan dapat dilihat pada Lampiran Matriks 11 kolom.
c) Hasil / Outcome Pelaksanaan Pembangunan :

Terlaksananya penyaluran bantuan 40 unit kolam beton budidaya ikan di-8 (delapan) kabupaten, yaitu Kabupaten Malang, Blitar, Trenggalek, Tulungagung, Pacitan, Madiun, Bojonegoro dan Probolinggo.  Masing-masing  kabupaten menerima 5 unit kolam beton  beserta sarana prasarana budidaya ikan berupa benih, pakan, obat-obatan dan peralatan yang diterimakan kepada  5  orang anggota kelompok tersebut.
Adapun  pelaksanaan Program Peningkatan Kesejahteraan Petani  kurun waktu  tahun 2011 - 2012 seperti pada tabel berikut :
Tabel 4.68.7
Perkembangan hasil Program Peningkatan Kesejahteraan Petani tahun 2011-2012
	No.
	Uraian
	Satuan
	2011
	2012

	1.

2.


	Bantuan Kolam permanen

Bantuan sarana produksi


	Unit

Paket


	40

40
	40

40


Sumber : Dinas  Perikanan Dan Kelautan Provinsi Jawa Timur
Penyaluran paket bantuan tetap diupayakan dilaksanakan setiap tahun karena dapat menyerap tenaga kerja baru untuk  pengembangan usaha ekonomi produktif serta meningkatkan pendapatan yang pada akhirnya meningkatkan  kesejahteraan kelompok masyarakat miskin khusunya pembudidaya ikan.

d) Permasalahan dan Solusi  

Permasalahan :
· Sumberdaya manusia Pokmas APP bidang perikanan dan kelautan masih tergolong rendah dimana anggotanya masih memiliki pengetahuan dan ketrampilan yang terbatas sehingga belum dapat mandiri dalam mengatasi permasalahan teknis yang dihadapi seperti kematian, benih, penyakit, pengelolaan media budidaya dan pertumbuhan ikan yang tidak seragam.

· Keterbatasan modal  dalam pengadaan pakan ikan (pabrikan) yang harganya cenderung / semakin mahal

· Fluktuasi harga ikan yang diterima di tingkat pembudidaya (pokmas) sering tidak menguntungkan sehingga nilai manfaat yang diterima menurun.
Solusi :
· Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan pokmas APP bidang perikanan dan kelautan perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui pembinaan/temu teknis, pelatihan dan pendampingan teknis secara langsung. Dengan demikian permasalahan teknis yang terjadi di lapangan dapat diantisipasi dengan baik. Oleh karenanya perlu penyediaan tenaga pendamping kelompok masyarakat secara berkelanjutan dengan fasilitasi oleh Pemda melalui Bappeda Kabupaten / Kota setempat.

· Pembuatan pakan/pellet ikan berbahan baku  lokal secara mandiri, termasuk penyediaan pakan tambahan/bahan lainnya yang mudah diperoleh di lokasi setempat. Oleh karenanya fasilitas (mesin) dalam pembuatan pakan/pellet ikan sangat diperlukan. Dengan demikian biaya produksi yang dikeluarkan dapat ditekan sehingga nilai manfaat kegiatan dapat meningkat kembali. 
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